BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

KOLABORASI INOVASI DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Menimbang

Mengingat

»

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,
bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat
pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pohuwato, maka dibutuhkan kolaborasi berbagai stakeholder
yang menyatu dalam inovasi program dan kegiatan,;
bahwa inovasi program dan kegiatan akan lebih efektif dan
berkelanjutan dalam pencapaian indikator Kkineija utama
pemerintahan daerah melalui kolaborasi inovasi lintas
Perangkat Daerah, lintas level pemerintahan dan lintas
kelembagaan /organisasi serta masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kolaborasi Inovasi Daerah Kabupaten
Pohuwato.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Illmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4219);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau
Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1611);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJIMD) Kabupaten Pohuwato tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 235,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor
199).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI INOVASI

DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato;

Bupati adalah Bupati Pohuwato;

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya
disingkat Baperlitbang adalah unsur pembantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dibidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
sekretariat daera, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis,
kecamatan dan kelurahan.

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan
yang bertujuan mengembangan penerapan paktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan inovasi dan
teknologi di Perangkat Daerah masing-masing.

Kolaborsi Inovasi Daerah yang disingkat KIDa adalah proses pengembangan
inovasi program dan kegiatan yang mengedepankan kerjasama berbagai
pihak, antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan
Lembaga/Perguruan tinggi, Perangkat Daerah dengan pemerintah

desa/kelurahan, Perangkat Daerah dengan swasta dan masyarakat.
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10.

11.

12.

13.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kelitbang
adalah kegiatan yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Penerapan,
Pengkajian, Perekayasaan dan Pengoperasian yang bertujuan
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks Inovasi dan Teknologi
yang telah ada.

Inovasi dan Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk
yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan
peningkatan mutu kehidupan manusia.

Inovasi Government Award disingkat IGA adalah aplikasi penginputan hasil
inovasi perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pohuwato adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah
Kabupaten Pohuwato untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato adalah
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pohuwato untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Keija atau disingkat Renja adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup KlDa Kabupaten Pohuwato meliputi :

a.

b.
C.
d

(1)

perencanaan;

pelaksanaan Inovasi;

monitoring, evaluasi dan replikasi; dan
pelaporan inovasi.

BAB Il
PERENCANAAN KIDa
Bagian Kesatu
Kewajiban Inovasi
Pasal 3

Setiap pemerintah daerah diwajibkan mengembangkan inovasi daerah yang

bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
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Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir
oleh PD yang menangani urusan kelitbangan dimana rangking inovasi
daerah setiap tahun hal ini dipublis oleh Kementerian Dalam Negeri;
Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap PD
wajib menetapkan, melaksanakan dan melaporkan inovasinya setiap tahun
melalui aplikasi IGA Kementerian Dalam Negeri;

Untuk kelancaran pengelolaan inovasi daerah, setiap PD menetapkan satu
orang tenaga pengelola inovasi yang dimasukkan ke Baperlitbang dan

selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Analisis Data dan Kinerja
Pasal 4

Setiap PD dan pemerintahan desa/kelurahan yang akan merumuskan
kolaborasi inovasi didahului dengan analisis data dan kinerja tahunan
berdasarkan tugas dan fungsinya.

Analisis data dan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh masing-masing kepala bidang/bagian bersama para
pejabat fungsional dan pelaksana setiap bulan Februari tahun berjalan
Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan
inovasi kegiatan yang selanjutnya inovasi tersebut didaftar oleh pajabat
administrator PD.

Inovasi yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas
pada rapat pimpinan perangkat daerah untuk selanjutnya ditetapkan
menjadi inovasi tahunan.

Inovasi yang didaftarkan oleh PD minimal dua tahun telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Identifikasi Kolaborasi
Pasal 5

Agar inovasi yang dilaksanakan PD dapat berlangsung efektif dan
berkelanjutan maka perlu didentifikasi PD terkait atau lembaga/perguruan
tinggi yang dapat berkolaborasi.

Lembaga/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar

dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
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Lembaga/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2

ditetapkan melalui surat keputusan oleh pejabat yang berwewenang.

Bagian Keempat
Penetapan Inovasi
Pasal 6

Inovasi PD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) ditetapkan melalui keputusan pimpinan PD yang selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui PD yang membidangi kelitbangan.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan

Mei setiap tahun berjalan

Bagian Kelima
Pemasukan Inovasi Dalam Renja
Pasal 7

Setiap PD memasukkan inovasi yang telah ditetapkan ke dalam dokumen
Renja PD setiap tahun.
Inovasi yang masuk dalam Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi prioritas kegiatan yang masuk APBD setiap tahun.

BAB IV
PELAKSANAAN INOVASI
Pasal 8

Inovasi yang telah masuk dalam dokumen pelaksanaaan anggaran PD
setiap tahun, dilakukan proses administrasi pengadaan barang dan jasa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada triwulan pertama setiap tahun.

Tim pelaksana inovasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/Dinas
atau Keputusan Bupati.

Sebelum pelaksanaan setiap PD agar menyiapkan kerangka acuan kerja
kegiatan minimal berisikan apa yang akan dirubah terkait inovasi itu, siapa
saja terlibat, kapan pelaksanaan, bagaimana melaksanakannya, siapa
sasarannya, apa kriteria sasaran, serta berapa anggarannya.
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Bagian Kesatu
Peningkatan Kapasitas Penerima Inovasi
Pasal 9

Setiap PD yang akan melaksanakan inovasi agara terlebih dahulu
melaksanakan penyiapan sosial atau peningkatan kapasitas kepada

penerima inovasi.

Peningkatan kapasitas dapat dilaksanakan oleh tim yang terlibat dalam
kolaborasi inovasi tersebut.
Bagian Kedua

Pelaksanaan Inovasi
Pasal 10

Pelaksanaan inovasi dipastikan sesuai tata kelola keuangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan inovasi dipastikan selesai dalam satu tahun anggaran.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN REFLIKASI KlIDa
Bagian Kesatu
Monitoring KlDa
Pasal 11

Monitoring kolaborasi inovasi daerah dilaksanakan oleh tim yang telah
ditetapkan sesuai tugas masing-masing.

Monitoring ditujukan untuk melihat apakah rencana kegiatan berjalan
sesuai rencana yang telah dituangkan dalam dokumen inovasi.

Hasil monitoring dibuat dalam bentuk laporan monitoring yang selanjutnya

menjadi bahan penting pada rapat-rapat tim.

Bagian Kedua
Evaluasi KIDa
Pasal 12

Setiap PD agar melaksanakan evaluasi KlDa setelah selesai kegiatan
dilaksanakan.
Evaluasi ditujukkan untuk melihat berbagai keberhasilan dan kelemahan

KIDa. PARAF
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Kelemahan KlIDa akan menjadi referensi untuk perbaikan dan perumusan
inovasi lainnya ditahun kedepan.

Evaluasi menjadi tanggung jawab Tim KIDa yang dibentuk oleh PD

Bagian Ketiga
Reflikasi KIDa
Pasal 13

Setiap PD yang berhasil dalam menjalankan KIDa, maka penting inovasi
tersebut terus direflikasi ke lokasi lain.

Reflikasi KIDa juga dapat dikembangkan ke daerah lainnya ketika daerah
tersebut membutuhkan.

BAB VI
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Pelaporan
Pasal 14

Setiap PD wajib membuat pelaporan pelaksanaan KlDa setiap tahun.
Pelaporan pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinput langsung pada aplikasi IGA Kementerian Dalam Negeri setiap waktu
yang ditentukan.

Pelaporan dilaksanakan oleh petugas 3&ng telah ditetapkan PD dan
dibawah arahan serta pembimbingan dari Baperlitbang.

Bagi PD yang tidak melaksanakan penginputan inovasi dalam sistem, maka

akan diumumkan secara resmi setiap tahun oleh Baperlitbang.

Bagian Kedua

Bentuk Pelaporan

Pasal 15

Bentuk pelaporan agar disesuaikan dengan kebutuhan format yang telah
ditentukan pada sistem aplikasi IGA Kementerian Dalam Negeri.
Bentuk pelaporan tersebut mencakup tahapan proses, foto dokumentasi

kegiatan dan video singkat kegiatan.
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BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI POHUWATO,

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 27 Juni

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ..22



